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EVALUASI PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK 
SELAMA TAHUN 2005, 2006, 2007 PADA PPH BADAN PT LAM 
ABSTRAK 
 
Pajak merupakan salah satu elemen pengurang penghasilan perusahaan yang 
secara langsung akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Maka dari itu, perusahaan 
perlu melakukan perencanaan pajak yang maksimal untuk meminimalkan beban pajak 
itu sendiri. Didalam prakteknya, terdapat perbedaan antara perhitungan laba menurut 
Standar Akuntansi Keuangan dengan menurut ketentuan peraturan perpajakan. 
Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengevaluasi penerapan perencanaan pajak atas 
PPh Badan selama tahun 2005,2006 dan 2007 untuk meminimalkan beban pajak 
perusahaan dan untuk memberikan alternatif perencanaan pajak yang masih belum 
dimanfaatkan oleh perusahaan. 
 Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian dengan objek penelitian 
adalah PT LAM. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan 
studi lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara, dan observasi. 
 Dengan perencanaan pajak, Pajak Penghasilan perusahaan dapat diminimalkan 
tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa PT LAM belum maksimal dalam melakukan 
perencanaan pajak. Hal ini dilihat dari banyaknya koreksi fiskal yang sebenarnya dapat 
diminimalkan dengan perencanaan pajak yang maksimal. Perusahaan tidak melakukan 
pemotongan PPh pasal 23, perusahaan memberikan natura kepada karyawan, kurangnya 
bukti-bukti pendukung terhadap pengeluaran yang dilakukan perusahaan menyebabkan 
banyaknya koreksi fiskal positif. 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka sebaiknya perusahaan perlu melakukan 
perencanaan pajak yang maksimal untuk meminimalkan PPh Badan perusahaan. 
Langkah yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan mengubah biaya 
nondeductible menjadi deductible yaitu dengan mengganti pemberian natura dan 
kenikmatan dengan pemberian tunjangan kepada karyawan, melakukan negosiasi 
dengan pihak yang memberikan jasa agar pihak tersebut mau dipotong PPh pasal 23 atau 
melakukan gross up nilai transaksi atas pemakaian jasa yang berkaitan dengan PPh pasal 
23 apabila pihak tersebut tetap tidak mau dipotong PPh pasal 23 nya dan melengkapi 
bukti-bukti pendukung atas biaya-biaya komersial serta membuat daftar nominatif atas 
biaya entertainment. 
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